PEMERINTAH KABUPATEN AGEH TAMIANG

GANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOWMOR : 7 TRHUN 2003

TEMTANG
RETRIBUSI PARKIR Bi TEP1 JALAN UMUK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN
DENGAN AAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,
BUPATI ACEH TAMIANG,
Menimbang :
bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan ferfib laly fintas kepada
masyarakat pemakai fasifitas parkir di tepi jalan yang dikelola oish
Pemediah Dasrah perdu diatur tats cara pemanfaatannya yang sesuai

dangan perk standar P i agar lebih efeldi
dan efisien.

bahwa untuk maksud tersebut diatas dan mengingat peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok tkur keberhasitan
F i Dacsah di Kabupalan Aceh Tami ipandang paria
dipungut Retibusi Parkir, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

batwa untutk maksud tersebut parlu diatur dalam susiu Canun.
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Mengingat :

Undang-Undang Nomor 13 Tehun 1880 fentang Jalan {Lembaran Negara
Republik tndonesia Tehun 1880 Nomor 83, Tarmbahan Lembaran Negara
Fepuhiil Indonesfa Nomor 3185);

Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldans
{Lambaran Negarz Reputlik indonesia Tahun 1281 Nemor 78, Tambahan
Lembaran Nagara Repubfik indonesia Momer 3208);

. Undang-tndang Nomor 14 Tahun 1992 teniang Lalu Lintas dan Anglutan

Jalan {Lembaran Negara Republix Indonasia Tahun 1262 Momor 49,
Tembahizn Lembaran Negara Repubilk indenesia Nomer 3480);

. Undang-Undang Momor 22 Tahun 1809 tentang Pemeriniah Daarah

{Lamizasan Negara Republik indonssls Tahur: 1858 Normor 66, Tamizahan
Lembaran Negara Republit Indonesia Momcr 3838)

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1858 tentang Parimbangan Kesangan

antzra Femarintah Pusat dan Dasrah {Leinbaran Magara Repubiik Indo-
nesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran fegara Flepublik Inda-
nesla Namor 3843);

Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 tentang Perubahar atas Undang-
Undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daermh dan Retibust Daerah
{Lembaran Negera Republik indonesia Takun 2000 Nomor 248, Tambahan
Lambaran MNagara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomot 18 Tahun 2001 tentang pemberizn Otonomi
Khugus bagl Provins] Daerah Istinewa Acels sebagal Provinsi N i
Aceh Darussalam (Lertbamn Neg:m Fle;mb\lk Indnnssaa‘ramn 2001
Nomor 114, Fepubl 4131);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 ternlang Fembantukan Kabupaten
Aceh Barat Daye, Kahupaten Gayo Lues, Kabupaten Acah Jaya, Kabugatan
MNagan Raya dan Kabupaten Aceh Temiang di Provinsi Manggroe Aceh
Darussalain (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2002 Momor
17 , Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomar 4178);




8. Peraturan Bemerintahan MNomor 27 Tehun 1983 tantang Palaksanaan
Undang-Undang Momor 8 Tahun 1281 tentang Hukum Acara Pldana
{Lemberan Negara Rapubiik indonesia Tahun 1983 Nomor 35. Tarbahan
Lembaran Negara-Hepubik indonesia Nomor 3208);

0. Poraturan Pemarintah Nomor 26 Tahun 1985 fenteng Jalen (Lamha!an

3 tentang Prasarana dan Lafy
© Indanssia Tahun 1993 Nomor

Negara Sapubiix indonesia tehun 2000 Nomor 172, Tambahan Lambaran
Nogara Aepublic Indenesla Nomar 3883);

13. Persiliian “lah Nomor 88 Tabun 2007 jenteng Relibusi Dasrah
{Lermbaian b ra Republi indona: hun 2601 Moiner 119 Tambahan
Lembaran: Negara Republic indonesia Nomor 4138}

14 Mapoiusan Frasiden Republit Indonssic Nomor 44 Tahun 1985 fantang

Tehrik Panyesunan Peraturan Parendang- angan dan bentuk
an Undang-Undang, Pahcacgan Peratiran Pamerintah dan
an Kenulsan Presiden (Lembaran Hagara Rapublik ‘rdo'\gsﬂu

"atun 1853 Moraor 70, Tambahan Lembaran Negars Republik indors
Homor ... §;

iDalam Neger Nemor 43 Tahun 1950 teniang Fedoman
Peariiran Dacreh;

16 K t Dalam i 23 Tatum
Umum mengenai Penyidik Pegawal Negar Sip di d'llngkungan Pemerinizh
Deereh jo Kepulusan Menterl Nomor 4 Tahun $997 tentang Penyidic
Pegawal Negert Sipil dilingkungan Pemarintah Dasish;

]

Keputusan-Menter Parhubungan Nomor KM 88 Tahun 1893 tantang
Fasilitas Parkir untuk Umum.




18. Keputusan Menterd Naziam Neperi dan Otonomi Dassah Nomor 21 Tahun
2001 fentang Tehrilk Penyusunan can ifater! Muatan Produk-produk Hukum
Daarah,

12 kepumsaneubemrﬁwhswanggmefmah Darussalam Nomor 08 Tahun
2003 tenitang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Dasrzn menjadi
Qanun {Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2003 Nomor 8 Seri E Momor 5.

Dengan Fersetujuan Bereaima,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEM ACEH TAMIANG
DaN
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN ;
Meneteplan :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUS! PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM.

BABI{
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Datam Cianun inf yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang;

Pemetiniah Dascah adalah Bupall barsama dengan Pemngkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutit Daerah;

Bupali adelsh Bupati Aceh Tamiang;

Dinas Pandapatan adalsh Dinas Pendapatan Kabupaten Ageh Tamtang:

Kepata Dinas Pendapatan adalah Hepala Dinas Pendapatan Kabupaten

Aceh Tamiang; .

. Instansi Teknis/Pengelota zdalahIﬂshmlyangmenumwgas Paokok dan
Fungsinya dan / atau wewenangnya diserahian oleh Bupati;
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g. Pejabat adalah Pegawal yang diberi tuges tertanty dibidang Pajak Dagrah
dan Retribusi Dagrah; k7

h. Kendaraan Bermotor adalah kendarazan yang digerakkan cish peralatan
teknik yang beradd pada kendaraan liu lermasuk kendaraan gandengan
atau kereta tempstan yang dirangkalkan dengan kendaraan bermotor;

& Parkir adalah keadaan tidak b yang fi ifat

sementara;
I Tempat Parkir adaiah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan
4 oleh Bupali sebaga tempat parkir

i
k. Retribusi Jasa Umum adaleh Retribusi atas jasa yang disedlakan afau di-
berikan ofsh Pemerinlah Dacrah untuk tujtzan kepentingan dan peman-
faatan umum serta dapat dinkmatl oleh crang atau pribadi atau badan;
\. Retribus] Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi
tampal ditep

Jatan umum yang ditetapkan oleh Bupati. >

BAB I
HAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRISUS!
Pasal 2
Dengan nama objsk dan subjek Retribusi Parkir i Tepi Jalan Umum dipungut

| Retribursi sebagai serta pel parkir
i tapi jatan umurm.

Fasald
(1} Otjek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir di tepi jalan umunr;

{2) Jalan umum sehagaimana dimaksud pada ayat {1 ) ditetapkan kemudian
dengan Keputusan Bupati atas usul Instansi Teknis/Pengzlola.

Pasalq

Subjek Retribusi adalah orang F i Badan yang tampat
parkir di tept falan umum,




BAd
GOLONGAN RETRIEUSI
Pasal §
Retmbusi Parkir i Tepi Jakan Umnum digalongken sebagai Retrousi Jasa Ui,
BAS

PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUA DAM BESARNYA TARI F

Pasal §

{1} Prinsipdan sasaren dalom penatapan sinkdtur besamys tark imaksudkan
untuk mengendaiikan Penggunaan jasa palayanas
mempedancar (&l lintas jaian derigan tetap mempsrhati

balayanan, &

(2} Biaya ssbagaimena dimaksud pads ayet (1) rermazuk biaya pengadsan

marka, blaya mbu-ramby, bisya op ional, pametinaraan
administrasi dan biaya transporiasi dalam rangka Pengawasan dan
Pengendsfian, "

Be3 Y
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUS]
Pasal T
{1 Strukler besarnya tarf di gkan by tingkat key parki

di tept Jalan umum;

(2} Tinghat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukyy
berdasarkan jumlah rata-rata kendaraanyang parkir dibandingkan dengan
kapasitas tempat parir di tepl jalan umum;

{3) Tingkat penggunaan jasa dihfung berdasarkan frekuensi Pengounaan
tempat Parkir,
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(4} Strukiur dan besarnya tarif Retribusi ditetaplan sebagai berikut ;
a. Sepedamotar (diuar parkir Khusus) Rp. 500, {#ina mtus mipiah) sekali
ardr;. i

b gedan‘ Jeap, Wini bus, Pick up (Truk ukuran kecil) dan sejenisnya
Ap. 1.000 - (=aribu rpiah) sekali Parkin;

. Bus, Truk, dan alat besar leinnya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
sakali parkir;

d. Becak Mesin Rg. 500~ (ima ratus suniah)parher.

BAR VI
WiLAYAH PUNGUTAN
Faszi 8
{1} Relribusi dislngut pada witaysh psiayanan tempat parkic;

(2) Penetapan Wilayah Pelayanan Tempal Parkir diletapkan kemudian dengen
keputusan Bupati atas usul instans] Teknis/Pengelola;

(3] Pungutan Retribusi dlakukan pada saat kendaraan packir di wilayah yang
telah ditetapkan.

BAB Vi

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasat 9
1) Pemungutan Retribusi dibuktikan dengan karsis tands Parkin

(2) Retribusi dipungut olsh Petugas Parkir yang felah ditunjuk dengan
| memporhatikan nitai moral yang ada dalam masyarakat;

e/l Petugas Parkir harus akan atribot yang telah o

‘(4} Alribut Petugas Parkir ditetapkan oleh Bupati atas usul Instansi Tekmis/
Pengelola
|
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Pasel 10
Pelaksanaan Feﬂwnwgianpauirdm_uﬁaxukan dengan cara borongan atay;
dengan cara fain yang ditetapkan menurut Paraturan Penundang-undangan
yang beriaku
BAB Vi
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 11

Pambayaran Retrbusi Parkir dilaksanakan pada sast kendaraan diparkir pada
tsmpat yang talah ditetapkan.

Pasal12

(1). Retribusi Paridr sabagai Pendapatan Asfi Daerah {PAD) disetor langsung
ke Kas Daerah olah Instans| Teknis/Pengeiola;

(2 Apabila Parkir dborongkin, maka Retribusi disetor dimui uieh pamborong
K o oo

taniyang g
Teknisipengelala.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Passl 13

{7} Wajib Retribusi yang tidak malaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan Keyangan Daerah diancam pidana kurungan pating fama &
(emam) bulan atay denda paling banyak 4 (empat} kali Jumlah Retribusi
yang lerutang;

12) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal i adalah Tindak Pidana
pelanggaran;
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BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 14

(1} Pejabat Pegawai Meger Sipl terientu dlingkungan Pemerintah Daerah
diberl wewenang khusus sebagal Penyidik Tindak Pidana dibidang
Perpajekan Daerah alau Retribusi Dacrah ssbagaimana dafam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

@) reang F i pada ayat (1) adaiah :

@k mengari, dan menediti & alau
laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan laporan terssbut menjadi langkap atay jelas;
Menelitl, mencari dan i o
Pribadi atau Badan tentang & P yang dilak
sehubungan dengan Tindak Pidana Ratribusi Dacrah tersebut;
Meminta keterangan dan bahan bukli dari orang pribadi atau badan
usaha sehubungan dengan Tmdak Pidana dibidang Relribusi Daerak;
IMemeriksa buky, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan
Tindek Pidana dibidang Reiribusi Daerah;

e, untuk msadap n bahan bukt
dan dok a4 Lai

F

rang

"

&

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan Tindzk Pidana dibidang Retribusi Dastah;

- Menyuruh berhenti dan atay metarang seseorang meninggalkan
fuangan atau tempet pada saat pe: saan sedang berangsung dan
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hinf e; s

L% : 2 " Tidak Pidana Retribasi Dearaly;

k- gar ya dan diperiksa sebagal

@

g
tersangka atau saksi;
Menghentican peryidican;

Melakukan tindakan fain ang peru untuk kslancaran penyidikan Tindak
Fidana dibidang Retribusi Daerah manurut hukum vang dapat
dparianggungiawabkan,
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3)F sebagaimana pada ayat {1) membaritahukan
mmu\umva penyn!wksn dan penyampaian hasil penyidikannya kepada
Fenuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang ditur dalam Undang.”
Undang Namor 8 Tahun 1881 tentarig Hukum Acara Pidana,

EBAB Xt
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berakunya Qanun inl, maka segais ketentuan yang berfeniangan
dengan Qanun ini dinyatakan tidak bedaku fagi;

Paszi 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun inl sepanjang mengenai leknis
pelaksanaandya akan diatur lebin lanjut dengan Keputusan Bupali.

Pasal 17

Qanun ini mulal berfaku pada tanggal diundangian.

Aqsrsetlap orang gz VKRN peng y Qanun
ini dengan penempatan dalam Lembaran Daamh Kabupaten Acef: Tamiang.

Disahkandi : Karang Bau
21 Novembﬂrmuﬂ M

25Ramadham¢24ﬂ

Fj. BUPATI ACEH TAMIANG

Padatanggal :

ABDUL LATIEF




Dnundangkan di Karang Baru
22 November 2003 M
Padg Tanggal -~ —
27 Rm'nadhan 1424 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Drs. ISHAK DJINED

Pombina Tl
i, 010 085 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TARUN 2003 NOMOR &
SERIC
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